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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang 

didapatkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara 

sporadik yang berasal dari tanah warisan di Kabupaten Blora telah 

dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora  

dengan baik dimana telah sesuai peraturan yang berlaku yaitu sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997. Dimana semua 

persyaratan harus dipenuhi dan seluruh blanko harus diisi dengan baik oleh 

pemohon agar proses pendaftaran tanah berjalan dengan baik. Namun 

untuk kendala   -kendala yang dihadapi sebagain besar merupakan diluar 

kendali Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora yang dimana berupa 

adanya masalah dalam keluarga, permasalahan tanda batas dengan 

tetangga yang berbatasan dengan objek tanah dan tentang pemalsuan 

dokumen baik hal ini yang sering terjadi adalah pemalsuan tanda tangan. 

Proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang berasal dari 

tanah warisan di Kabupaten Blora maksimal paling lambat adalah 12 

minggu atau 3 bulan dari proses konsultasi, permohonan sampai ahkirnya 

diterimanya sertifikat hak atas tanah oleh Pemohon.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan diatas 

maka saran yang dapat menjadi masukan terhadap Badan Pertanahan 

Nasional di Kabupaten Blora berkaitan dengan Pendaftaran tanah yaitu 

agar mengurangi kendala-kendala yang dihadapi maka pihak Badan 

Pertanahan Nasional juga bisa memberikan sosialisi dalam hal ini kaitanya 

dengan pemalsuan data baik berupa tanda tangan dan lain sebagainya yang 

dimana nantinya akan menimbulkan permasalahan yang semakin panjang 

yang akan merugikan diri sendiri. Sehingga pada prinsipnya agar 

masyarakat sadar bahwa pendaftaran tanah ini menjadi sangat penting 

untuk kepastian hukum kedapanya dan tidak menimbulkan masalah 

dikemudian hari.  
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